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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 15 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang baik dan menjamin hak masyarakat atas akses 

informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat sebagai Badan Publik diwajibkan 

membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat 

luas; 

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik 

kepada masyarakat, dibutuhkan adanya pedoman 

penyelenggaraan layanan informasi publik Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi 

Publik; 
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Mengingat : 1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 

3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 40); 

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

15/PRT/M/2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 107);  

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 473); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENYELENGGARAAN 

LAYANAN INFORMASI PUBLIK. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan 

tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, 

baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat 

dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam 

berbagai kemasan dan format sesuai dengan 

perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi 

secara elektronik ataupun nonelektronik. 

2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, 

disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh 

Kementerian yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya, 

serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan 

publik.  

3. Informasi Yang Dikecualikan adalah Informasi yang tidak 

dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik 

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-

undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik.  

4. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan 

Informasi sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai 

keterbukaan Informasi Publik. 

5. Uji Konsekuensi adalah pengujian terhadap konsekuensi 

yang timbul dalam hal suatu Informasi Publik diberikan 

kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara 

seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat 

melindungi kepentingan yang lebih besar daripada 

membukanya atau sebaliknya. 

6. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara 

dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan 

permintaan Informasi Publik.  

7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang 

selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat pengelola 

informasi dan dokumentasi di Kementerian yang 
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bertanggung jawab di bidang penyimpanan, 

pendokumentasian, penyediaan, dan/atau layanan 

informasi publik di Kementerian. 

8. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan 

langsung PPID di Kementerian. 

9. Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

yang selanjutnya disebut Sekretariat PPID adalah unit 

teknis yang bertanggung jawab membantu PPID utama 

dalam melaksanakan penyimpanan, pendokumentasian, 

penyediaan, dan/atau layanan informasi di Kementerian.  

10. Sistem Informasi Publik dan Dokumentasi adalah sistem 

berbasis jaringan yang berfungsi sebagai media Informasi 

dalam layanan, pengelolaan, dan pendokumentasian 

Informasi Publik. 

11. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi 

antara Kementerian dengan Pemohon Informasi Publik 

yang berkaitan dengan hak memperoleh dan 

menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

12. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi 

menjalankan Undang-Undang tentang mengenai 

Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan 

pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar 

layanan Informasi Publik, dan menyelesaikan Sengketa 

Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi 

nonlitigasi. 

13. Kementerian adalah kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pekerjaan umum dan perumahan rakyat. 

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan 

perumahan rakyat. 
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BAB II 

INFORMASI PUBLIK 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 2 

Informasi Publik terdiri atas: 

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan; dan 

b. Informasi Yang Dikecualikan. 

 

Pasal 3 

(1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri 

atas: 

a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan 

secara berkala; 

b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan  

c. Informasi yang wajib diumumkan secara serta 

merta. 

  

Pasal 4 

(1) Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf b bersifat ketat dan terbatas serta 

rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Informasi Yang Dikecualikan harus dijamin 

kerahasiaannya oleh PPID. 

(3) Jangka waktu Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri 

berdasarkan ketentuan perundang-perundangan.  

 

Pasal 5 

(1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 

terdiri atas: 

a. PPID utama; dan 

b. Pelaksana PPID. 


